ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Penerapan Kebijakan Wakaf Uang dalam Pembiayaan Murabahah di
KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran”. Penelitian ini dilakukan
untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik penerapan kebijakan
wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan
kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan studi
dokumen yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini selanjutnya akan
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran menerapkan keharusan untuk melakukan wakaf uang bagi
anggota dan calon anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Wakaf uang tersebut
dimasukkan dalam perhitungan margin pembiayaan murabahah, yaitu sebesar
0,5% dari besar pinjaman (p/afon) dikalikan dari lama peminjaman. Dana wakaf
tersebut kemudian akan disalurkan untuk santunan anak yatim, piatu, dan fakir
miskin, biaya pendidikan anak yatim, piatu, dan fakir miskin, dan untuk
pengembangan pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan. Penerapan wakaf
uang yang dimasukkan dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri
Sejahtera Cabang Kranji Paciran telah memenuhi unsur rida dari kedua belah
pihak yang melakukan wakaf. Praktik Penerapan wakaf uang tersebut tidak sah
menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun sighat. Bila ditinjau
menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, praktik
wakaf uang dalam pembiayaan murabahah tersebut belum memenuhi persyaratan
untuk tata cara wakaf uang yang benar, karena KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran sebagai nazirtidak menerbitkan sertifikat wakaf vang dan
tidak mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada KSPPS BMT Mandiri
Sejahtera Cabang Kranji Paciran, disarankan: Pertama, jika ada anggota dan
calon anggota pembiayaan murabahah menolak kebijakan wakaf uang yang
dimasukkan dalam pembiayaan murabahah, maka anggota dan calon anggota
tersebut harus tetap diberikan pinjaman sesuai yang dibutuhkan. Kedua,
sebaiknya anggota dan calon anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah
melakukan ikrar wakaf dan dibuatkan sertifikat wakaf uang, sehingga wakaf vang
dalam pembiayaan murabahah sah menurut hukum Islam dan Undang-undang di
Indonesia.
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